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TEMA

: Evaluasi dan Proyeksi Otonomi Khusus Papua

Pemateri

1. Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute.

2. MY Esti Wijayati, Anggota Pansus Revisi UU Otsus Papua, DPR.

3. Fientje Yarangga, Aktivis Senior Papua.

4. Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Bidang Papua, KSP RI.

5. Orpa Nari, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Kab. Jayapura.
Moderator : Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute
Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,

seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Ahmad

Hidayah, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute.

Dalam membahas tentang otsus Papua, pembahasan dilakukan dalam tiga kelompok yaitu Evaluasi
Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Proses Revisi Undang-
Undang Otonomi Khusus Papua, dan Proyeksi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Pertama, Evaluasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Sangat
menyedihkan dari Rp138,64 Triliun aliran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur (DTI)
dari tahun 2002 hingga 2021 untuk Papua dan Papua Barat, namun masih belum mampu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dilakukan penilaian terhadap perkembangan Provinsi Papua dan Papua dalam tiga aspek, yaitu bidang
ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Pada bidang ekonomi, walaupun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), namun angka-angka tersebut masih jauh dari standar Nasional. Selain itu,
masih banyak pula wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang masuk dalam kategori daerah
tertinggal. Kemudian, pada bidang kesehatan Kesehatan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas), Provinsi Papua dan Papua Barat cukup memprihatinkan. Selain itu, perbedaan Angka Harapan
Hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Nasional masih terlampau jauh. Kemudian, data statistik
menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat meskipun tidak
signifikan.

Kedua, Proses Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pertanyaannya adalah mengapa perlu Hal
ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 34
ayat (6) yang menjelaskan bahwa pemberian dana otonomi khusus kepada Papua berlaku selama 20 tahun.
Dalam proses pembahasannya, MRP mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Majelis Rakyat
Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendaftarkan permohonan sengketa kewenangan
lembaga negara soal perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
atau UU Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan sengketa ini ditujukan kepada Presiden
Joko Widodo dan DPR sebagai termohon.
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Terdapat beberapa poin krusial dan memunculkan polemik dalam RUU Otsus Papua, di antaranya adalah
dana otsus papua hingga tahun 2041, memudahkan pemekaran daerah, pendirian partai politik oleh orang
papua, dan dibentuknya badan baru yang langsung dipimpin oleh wakil presiden, berkantor di papua.
Ketiga, proyeksi RUU Otsus Papua. Adanya otsus Papua adalah sebagai bentuk semangat desentralisasi
dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada daerah. Jangan sampai, revisi
Undang-Undang otsus Papua hanya menggunakan logika “Jakarta” tanpa mengindahkan aspirasi dan
melibatkan partisipasi dan kontribusi yang signifikan dari masyarakat Papua .

MY Esti Wijayati, Anggota Pansus Revisi UU Otsus Papua, DPR.

Terdapat penambahan dua pasal baru dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 6A dan Pasal 68A. Perlu
ditekankan bahwa pembahasan perubahan UU Otsus Papua menggunakan pendekatan yang ditujukan demi
kesejahteraan orang asli Papua.

Melihat landasan filosofis UU Otsus Papua, dilihat bahwa bahwa dalam rangka melindungi dan
menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam
bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum.

Selanjutnya adalah landasan sosiologis UU Otsus Papua, bahwa dalam rangka percepatan pembangunan
kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan
pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan
pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel,
efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di
wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Lalu dari landasan yuridis UU Otsus Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Menjadi Undang-Undang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-
Undang; serta berakhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2020.

Kita dapat melihat bahwa tingkat kesejahteraan orang asli Papua berdasarkan kondisi kesehatan,
pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Oleh
karena itu, pembahasan diskusi kali ini kita harus merumuskan sebuah langkah untuk menuju ke arah yang
lebih baik.

Kemudian, salah satu Pasal baru yang ditambahkan adalah Pasal 6A yang menambahkan tentang DPRK
dan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga puluh persen keterwakilan
perempuan. Kemudian juga ditegaskan bahwa harus mengangkat dari unsur Orang Asli Papua.

Lalu pada Pasal 56 ditegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota wajib untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang
pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua, menyediakan satuan pendidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan, dan menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik
dan tenaga kependidikan.

Fientje Yarangga, Aktivis Senior Papua.

Tahun 1998, Pemerintah Daerah Tingkat Satu Irian Jaya mengadakan Dialog. Gubernur waktu itu adalah
Fredy Numbery dan Ketua Tim Perumus adalah Drs. Michael Menufandu, MA. Hasil rumusan dialog ini
diberi judul “Masalah Lama dengan Kemungkinan Baru”. Terdapat beberapa rekomendasi yang dilahirkan
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dari dialog ini seperti masalah kebijakan politik, eksploitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Intervensi budaya serta keresahan sosial, rasa ketidak pastian hukum, dan pelanggaran HAM. Maka perlu
ada pemikiran ulang tentang kebijakan pembangunan Irian Jaya.

e Tahun 2010, Musyawarah Besar (MUBES) tahun 2010 yang difaslitasi oleh MRP Periode Pertama.
Proses yang dibangun juga cukup representatif karena melibatkan berbagai kelompok yang pro dan
kontra. Hasilnya adalah evaluasi total Otsus. Kesimpulannya dari Mubes ini adalah Otsus Papua
dikembalikan karena implementasinya bermasalah dan Segera pemerintah memfasilitasi dialog untuk
penyelesaian masalah Papua. Pada saat ini lahirlah MRP.

o Kemudian di Tahun 2013, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difaslitasi oleh MRP Periode Kedua dan
dihadiri oleh peserta yang cukup representatif. Pada akhirnya Otsus Papua dikembalikan karena
implementasinya bermasalah dan Segera pemerintah memfasilitasi Dialog untuk pneyelesaian masalah
Papua. RDP ini pada akhirnya melahirkan 14 Kursi Orang Asli Papua di DPRP.

e Tahun 2020-2021 Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difaslitasi oleh MRP Periode Ill. Kesimpulan dari
RDP ini adalah perubahan total terhadap Otsus Papua dan pemerintah segera memfasilitasi dialog untuk
pneyelesaian masalah Papua. Hasil Tim Pansus DPRI, ada 3 kelompok yang akan beraksi implementasi
Otsus Papua jilid dua, yaitu. (1) Kelompok Pro Otsus; (2) Kubu Penentang Otsus; dan (3) Kelompok
ketiga yang menghendaki evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi Otsus selama ini sebelum
revisi dan perpanjangan dilakukan.

e Jadi, menurut saya Tim Pansus telah memberi sinyal yang cukup kuat untuk memilih kelompok mana
yang bisa diajak oleh Jakarta untuk bekerjasama dalam implementasi Otsus Papua. Walaupun telah
disebutkan bahwa akan didorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi HAM Daerah/Papua, dan
rekruitmen politik yang memprioritaskan Orang Asli Papua.

o Terdapat beberapa rekomendasi khusus yang disampaikan yaitu kebiasaan kekerasan verbal, yang merusak
mental bahkan menjatuhkan harga diri Orang Asli Papua, harus diakhiri. Kemudian, memberikan ruang
yang seluasnya dan bebas untuk Orang Asli Papua mengekspresikan kegiatan budaya mereka. Karena saat
ini sudah terjadi genisida budaya, terkikisnya nilai-nilai yang dianut karena berbagai keseragaman
membangun bangsa indonesia.

Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Bidang Papua, KSP RI.

e Sejak 2016, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan untuk menggunakan pendekatan budaya yang
menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek penting dalam pembangunan
di tanah Papua. Cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan
bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

e Terjadi peningkatanya yang cukup signifikan dari tahun 2017 sampai 2019 dalam tingkat kesejahteraan
dalam segi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat merupakan provinsi yang tingkat kesejahteraannya meningkat paling cepat. Bukan paling
tinggi, namun kedua provinsi tersebut mampu untuk maju dengan cukup cepat.

¢ UU Otsus Papua yang baru merupakan sebuah undang-undang yang sangat baik jika dibandingkan dengan
RUU nya. Karena undang-undangnya mampu untuk meredam protes yang muncul ketika pembahasan
RUU terkait dengan Otsus Papua. Padahal, hal yang paling kita inginkan adalah untuk bersama-sama
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

o Kemudian terdapat paradigma baru dalam pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Merespon arahan Presiden, terjadi perubahan pendekatan yang dipilih oleh pemerintah dimana semula
menggunakan pendekatan keamanan saat ini berubah menjadi pendekatan antropologi, pendekatan
kesejahteraan, dan pendekatan evaluatif.
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e Pada tahun 2019, pemerintah pusat menyurati pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap
otonomi khusus Papua. Pemerintah Provinsi Papua terlibat dalam pembahasan bersama dengan
Kemendagri dan Bappenas. Kami juga bertanya mengapa MRP tidak terlibat dalam pembahasan yang
dilakukan, namun tiba-tiba MRP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

e Kemudian terdapat percepatan pembangunan secara signifikan, termasuk perlindungan terhadap
lingkungan hidup, dan memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat. Ketika terjadi
permasalahan hal di lapangan maka hal tersebut merupakan sebuah realitas yang menjadi tanggung jawab
pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kita perlu
mendorong percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otsus Papua.

Orpa Nari, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Kab. Jayapura.

e Dalam perubahan UU Otsus Papua yang telah disahkan kemarin diharapkan dapat memberikan kesempatan
yang lebih besar kepada perempuan yang ada di tanah Papua. Sayangnya, yang kami lihat hanya terdapat
beberapa tambaha dalam inklusi perempuan seperti ruang di DPRK.

o Keterlibatan pemerintah Jayapura sangat baik dalam pemberdayaan perempuan Orang Asli Papua. Hal ini
harus ditiru oleh kabupaten dan kota lain di Papua untuk melibatkan perempuan sebagai agen
pembangunan di Papua. Kita berharap pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan
Orang Asli Papua.

FORUM DISKUSI

1. 1 Wayan Ruspendi Junaedi
Untuk semua narasumber:
Otonomi Khusus itu saya kira belum mengena sasaran khususnya di Kalangan Bawah. Apakah komentar
Narasumber?

2. Yohanes Rusmanta
Untuk MY Esti:
Dalam perubahan undang-undang ini didasari atas pendekatan kesejahteraan. Menurut saya belum
menjamin karena ada undang lain yang mengatur tentang Keamanan. Jadi pendekatan keamanan masih
akan dipakai selama Papua masih belum "aman". Pertanyaan saya: (1) Bagaimana sinkronisasi antar
berbagai undang-undang tersebut; (2) Kepastian dan penegakkan hukum bagi pelanggar HAM, pengacau
keamanan, koruptor dana otsus, dll; dan (3) Stempel "teroris" masih melekat? setelah ditetapkan perubahan
undang-undang ini?

3. Rony Lewar
Untuk Ahmad:
Dari perspektif politik, urgensi dari suatu produk undang-undang itu lebih prioritas pada penerimaan
undang-undang atau implementasi undang. Apakah hal ini tidak dilihat sebagai indikasi penolakan undang-
undang otsus sendiri.

4. Rony Lewar
Untuk MY Esti:
1) Apakah Pasal 68A UU Otsus Papua tidak menimbulkan hal kontrovesi terkait kewenangan disatu sisi
diberikan penuh ke daerah tetapi disisi lain dilembagakan sesuai amanat undang-undang ini apakah tidak
akan menimbulkan dispute faetah dan lembaga; 2) Apakah ukuran kesejahteraan indikatornya hanya dari
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bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ditambah politik kelembagaan. (pasal 68A) fakta presentase
ibu, implementasi undang-undang kemaren tetap saja indikator kesejahteraan masih rendah secara nasional.
apakah polanya perlu dirubah ataukah ada cara lain mnurut pemerintah? Bagamana mensinkronkannya
dengan daerah?; dan 3) Bagaimana menetapkan kursi-kursi perwakilan non partai politik pada DPRK dan
apakah tidak akan menimbulkan konflik?

Tanggapan

1. MY Esti Wijayati menjawab | Wayan Ruspendi Junaedi

Kita mengharapkan dengan produk undang-undang yang baru ini agar peruntukannya menjadi lebih jelas,
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. UU Otsus Papua ini bukan merupakan Otsus
Papua Jilid dua.

Fientje Yarangga menjawab Yohanes Rusmanta

Pemerintah bersama civil society melihat angka buta aksara dalam bidang pendidikan itu saja tidak ada
perubahan. Namun, ketika memang penggunaan anggaran memang tepat sasaran kepada Orang Asli Papua,
maka hal tersebut tidak akan terjadi. Secara politik yaitu pemerintah daerah yaitu gubernur diterjemahkan.
Lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Theofransus Litaay menjawab | Wayan Ruspendi Junaedi

Dari kunjungan Pak Jokowi ke Papua, beliau menyadari bahwa terdapat gap antara yang direncanakan
dengan apa fakta yang terdapat di lapangan. Beliau mengatakan bahwa uang keluar tapi barangnya tidak
ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem melalui undang-undang Otsus Papua ini.

Ahmad Hidayah - Rony Lewar

Tidak bisa dilihat mana yang menjadi hal yang lebih diprioritaskan. Karena target group dan implementasi
undang-undang merupakan hal yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, ketika ada
penolakan terhadap revisi undang-undang ini, hal tersebut muncul karena kekecewaan atas implementasi
yang dilakukan sebelumnya.

Catatan :
Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

1.

Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi
dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.
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